
 

 

51 
 

BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, untuk 

menjawab  rumusan masalah yang  ada dalam penelitian ini maka penulis 

menarik kesimpulan bahwa pengaturan batas-batas tindak pidana 

penistaan agama tidak memiliki kriteria yang jelas dan menyediakan ruang 

penafsiran yang begitu luas dalam penegakan hukumnya dikarenakan : 

Keinginan dan sejarah terbentuknya pasal penistaan agama pada dasarnya 

adalah untuk menghindari perpecahan masyarakat karena suatu aliran 

kepercayaan yang dianggap menodai agama. Tidak ditentukan dengan 

jelas  tindakan seperti apa yang dikategorikan sebagai penistaan agama. 

Tidak ditentukannya hal apa yang menjadi  unsur agama yang  tidak boleh 

dinista, apakah ajarannya, ketuhanannya atau bahkan tiap sarana yang 

digunakan untuk menjalankan kepentingan agama tersebut atau lain 

sebaginya. Selanjutnya juga dikarenakan adanya kebebasan  tokoh agama 

dan pemeluk agama dalam menafsirkan suatu perbuatan apakah yang 

merupakan penistaan agama atau bukan dan apa saja yang menjadi unsur-

unsurnya, hal tersebut berpengaruh terhadap penegakan hukum  atau  yang 

menjadi salah satu  pertimbangan hakim dalam memutus perkara.  

B. Saran 

Penulis memberikan saran terhadap penegak hukum dan juga 

pembuat undang-undang dalam hal penegakan hukum tindak pidana 
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penistaan agama, yakni dirumuskannya kriteria tindak pidana penistaan 

agama yang lebih rinci dan jelas namun tetap dapat menjamin 

kepentingan agama tiap golongan masyarakat Indonesia dalam RUU 

KUHP. Pembuat undang-undang diharapkan mampu mengusahakan 

terpenuhinya asas legalitas, asas lex certa dan lexscripta untuk menjamin 

kepastian hukum itu sendiri. Dalam menangani perkara penistaan agama 

penegak hukum khususnya hakim mampu melakukan penafsiran 

multidisipliner yakni melakukan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu 

lain, dalam hal ini adalah ilmu agama untuk menentukan suatu perbuatan 

merupakan penistanan agama atau bukan. Diharapkan para penegak 

hukum dapat berlaku professional dan bersifat proposionasl dalam 

penerapan dan penegakan hukumnya.  
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